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ABSTRAK 

M. Ardhy Erwanda : Pengaruh Penerapan E-filing dan Pengetahuan 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel 

Moderasi 

   

Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak 

  ErlyMulyani, SE, M.Si, Ak 

   

 Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui pengaruh penerapan e-filing dan 

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan sebagai 

variabel moderasi yang memoderasi hubungan penerapan e-filing dan pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak di Kota Padang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden 

dengan metode pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data primer. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah 

regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil yang diperoleh 

yakni penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya 

kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib 

pajak, dan biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan 

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Kata kunci :Penerapane-filing, pengetahuanperpajakan, kepatuhanwajibpajak, 

biayakepatuhan 

 

 This study aims to determine the effect of applying e-filing and knowledge of 

taxation on taxpayer compliance. Compliance costs as moderating variable that 

moderate relations between application e-filing and knowledge taxation on the 

taxpayer compliance. The population in this study is taxpayers in Padang city. The 

number off samples used was 100 respondents with the sampling method using 

purposive sampling. The data used in this study are primary data. Data collection 

techniques are done by questionnaire. The data analysis technique used is multiple 

regression and moderated regression analysis. The results obtained are the 

application of e-filing has a positive effect on taxpayer compliance, knowledge of 

taxation does not affect taxpayer compliance, compliance costs proved to moderate 

the relationship between the implementation of e-filing and taxpayer compliance, and 

the cost of compliance was not proven to moderate the knowledge relationship of 

taxation with taxpayer compliance. 

Keyword : e-filing, knowledge taxation, taxpayer compliance, compliance costs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perpajakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan 

yang dinamis. Anggaran negara yang meningkat setiap tahunnya membuat 

target penerimaan negara dari pajak juga perlu ditingkatkan karena pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan pungutan 

pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-

undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. 

Kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diwajibkan 

untuk melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan penerimaan 

pajak tersebut, oleh karena itu di instansi Direktorat Jenderal Pajak perlu 

melakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti perkembangan tersebut. 

 Sistem self assessment merupakan sebuah sitem reformasi yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem 

official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah 

sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas 

pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Menurut bagian penjelasan Pasal 

7 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, disebutkan 

bahwa: 
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“Prinsip dari sistem self assessment dalam pemungutan pajak adalah 

memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela 

menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya.” 

 

 Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan 

e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Putu (2016) 

memaparkan penerapan e-filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan 

wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Denpasar Timur, artinya 

semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan e-filing, 

maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang 

pribadi. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan 

wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Denpasar Timur, artinya 

WPOP yang mengeluarkan biaya kepatuhan yang tinggi untuk melakukan 

kewajiban perpajakan akan memiliki dampak penurunan kepatuhan dari 

WPOP tersebut.  

 Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil yang berbeda, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Sri (2009) yang berjudul “Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung “X”). 

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung “X” sebagian besar dalam 

kategori baik. Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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 Penerapan sistem self-assessment tersebut belum berjalan dengan baik 

dalam pelaksanaannya. Salah satunya dilihat dari tingkat kesadaran wajib 

pajak masih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terutama 

dalam hal pelaporan SPT, sehingga menyebabkan target penerimaan negara 

dalam bidang pajak sulit untuk tercapai secara maksimal setiap tahunnya. 

Dikutip dari www.pajak.go.id hingga tahun 2015, wajib pajak yang 

terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak mencapai 

30.044.103 wajib pajak, yang terdiri atas 2.472.632 wajib pajak badan, 

5.239.385 wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 wajib 

pajak orang pribadi karyawan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 

hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sampai 93,72 

juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja 

dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai 

wajib pajak. 

 Dalam upaya keberhasilan sistem self-assessment dibutuhkan 

kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk 

melakukan kewajibannya sesuai peraturan pajak yang berlaku. Namun, hingga 

31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. 

Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai dengan APBN-P 2015 

sebesar RP 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. 

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi 

penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik 

http://www.pajak.go.id/
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di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor 

lainnya (www.pajak.go.id). 

 Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut 

Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Harinurdin (2009:1) pengertian 

kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada 

gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu dalam 

Harinurdin, 2009:1). 

 Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan 

baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi 

yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan 

wajib pajak tersebut. Teknologi informasi yang berkembang semakin maju 

dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu lama untuk memproses 

data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. 

Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah 

dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan 

memabayar pajak.  

 Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 januari 

2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi 

yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak 

http://www.pajak.go.id/
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untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Melalui keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk e-

filing atau electronic filing system. E-filing yaitu sistem penyampaian surat 

pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online 

dan real time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh 

Dirjen Pajak. Terlihat perbedaan antara e-SPT dan e-filing. E-SPT adalah 

medianya sedangkan e-filing adalah cara penyampaiannya.  

 Penerapan e-filing sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem 

perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memeberikan layanan prima 

terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Adanya 

sistem e-filing ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu 

yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 

melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. 

Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus 

menghampiri kantor pajak. Faktanya masih banyak wajib pajak yang belum 

mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT-nya, padahal banyak manfaat 

yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini. 

 Penggunaan e-filing ditandai dengan terbitnya Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak nomor PER-39/PJ/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang mulai 

berlaku tanggal 1 Februari 2012 di Kantor Pusat DJP tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui 
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website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Begitu juga yang 

berlaku di KPP Pratama Padang Satu, sistem e-filing ini diterapkan mulai 

tahun 2013. Berikut dapat dilihat pada table berikut (data per Januari 2017) : 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan 

melalui e-filing pada Tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu. 

Tahun Jumlah 

WP 

Jumlah WP Lapor 

SPT 

Jumlah WP Lapor 

Via E-filing 

 

% 

2013 141,656 65,251 130 0.20% 

2014 149,911 73,669 19,663 26.69% 

2015 159,217 80,866 22,585 27.93% 

2016 167,894 60,227 53,497 88.83% 

2017 168,213 3,779 3,585 94.87% 

Sumber : data diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu 

 Tabel 1.1 disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

melaporkan SPT Tahunan-nya melalui sistem e-filing di KPP Pratama Padang 

satu semakin meningkat setiap tahunnya sejak dimulainya penerapannya pada 

tahun 2013, dari semula 130 wajib pajak atau 0.20% dari total wajib pajak 

lapor SPT, hingga mencapai 53,497 wajib pajak atau 88,83% dari total wajib 

pajak lapor SPT yang melaporkan di tahun 2016. Untuk tahun 2017 walaupun 

data tersebut masih berjalan, tapi bisa dilihat bahwa dari 3,779 wajib pajak 

orang pribadi yang telah melaporkan SPT-nya sebanyak 3,585 wajib pajak 

melaporkan SPT-nya melalui sistem e-filing atau sekitar 94.87% dari total 

wajib pajak orang pribadi yang telah lapor SPT.   

  

http://www.pajak.go.id/
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 Tabel jumlah wajib pajak badan yang lapor SPT tahunan melalui e-

filing pada tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu, yaitu : 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Tahunan melalui E-

filing pada tahun 2013-2017 di KPP Pratama Padang Satu. 

Tahun Jumlah 

WP 

Jumlah WP Lapor 

SPT 

Jumlah WP Lapor 

Via E-filing 

 

% 

2013 15,532 4,842 - 0.00% 

2014 16,210 4,902 1 0.02% 

2015 17,219 5,334 1 0.02% 

2016 17,907 3,561 35 0.98% 

2017 17,937 330 42 12.73% 

Sumber : data diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu 

 Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak badan yang 

melaporkan SPT tahunan-nya melalui sistem e-filing di KPP Pratama Padang 

Satu juga meningkat setiap tahunnya dari semula tidak ada yang melapor 

melalui e-filing, hingga mencapai 35 wajib pajak atau 0.98% dari total wajib 

pajak lapor SPT yang melaporkan di tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 

2017 data tersebut masih berjalan. Jumlah ini jauh sangat rendah jika 

dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT 

tahunan melalui sistem e-filing. 

 Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian 

yang utama. Wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar 

pajak salah satunya dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila 

memperoleh atau menerima penghasilan. Dengan demikian, pengetahuan 

pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan 
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perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui 

peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang 

yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan 

bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib 

pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-

sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. 

 Wajib pajak juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada 

mereka oleh hokum dan otoritas tertentu (Sandford , 1989). Biaya kepatuhan 

pajak merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kondisi high cost 

economy dalam suatu negara dan merupakan disinsentif bagi kepatuhan wajib 

pajak dalam pemenuhan pajak. Analisis selanjutnya yang dibutuhkan untuk 

ditelusuri lebih lanjut adalah mengenai hubungan antara biaya kepatuhan 

pajak terhadap kepatuhan pajak (tax compliance) itu sendiri. 

 Biaya kepatuhan bukan hanya dalam artian uang (Direct Money Cost), 

tetapi juga waktu (Time Cost), dan pikiran (Pyschological Cost). Wajib pajak 

yang telah berusaha patuh untuk membayar kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan yang telah berlaku, berharap 

agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan 
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pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, apabila biaya 

kepatuhannya berubah maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan itu sendiri. 

 Pope et al. (2008) menyatakan bahwa “Very high taxt compliance cost 

and unnecessary complexity in the tax system (and related transfer system) 

requires that tax simplification be afforded a very high priority”. Artinya 

adalah penyederhanaan sistem perpajakan dibutuhkan untuk menekan biaya 

perpajakan. Dengan adanya sistem e-filling ini diharapkan dapat mengurangi 

biaya kepatuhan (compliance cost) masyarakat untuk membayar pajak. 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian 

mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan 

wajib pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat 

Indonesia masih rendah. Selanjutnya, peneliti juga ingin meneliti apakah 

biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-

filling dengan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak juga harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti 

akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-

filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dengan Biaya Kepatuhan sebagai Variabel Moderasi”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

3. Apakah biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-

filing dengan kepatuhan wajib pajak ? 

4. Apakah biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan 

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan 

antara penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.  

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan 

antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. 

 

 



11 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan empiris peneliti 

mengenai penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. 

2. Bagi akademik 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi bagi lembaga akademik. 

b. Dapat dijadikan sumber informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai auditing. 

3. Bagi KPP Pratama kota Padang 

Penilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi kantor pelayanan pajak kota padang dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh kantor 

pelayanan pajak kota Padang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang 

digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat 

mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. 

Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, 

sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni e-filing. Technology 

Acceptance Model ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan 

e-filing dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

Davis (1989) memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yakni: 

perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan perceived ease of use 

(persepsi kemudahan). 

2. Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Menurut Ajzen (2002) “Theory of Planned Behavior (TPB) 

menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena 

ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk 

berperilaku : 

1) Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 

perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.  
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2) Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.  

3) Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal–hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power)”. 

3. Teori Kepatuhan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), “kepatuhan 

berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita 

dapat member pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, 

tunduk atau patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib 

pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan perpajakan”. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) ada dua maam kepatuhan, yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan 

suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan 

material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau 

hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi 

dan jiwa Undang-undang perpajakan. 
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4. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Soemitro dalam (Resmi, 2009) 

menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-

nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment. Menurut (Mardiasmo, 2009:1) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut UU RI 

No.28 Tahun 2007 KUP dalam Herman dan Eveline: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Berdasarkan rujukan dapat disimpulkan bahwa pajak ialah suatu 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan untuk 

kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku 

untuk membayar pengeluaran umum negara. 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut UU RI No.28 Tahun 2007 KUP menjelaskan Surat 

Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
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melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

c. Fungsi SPT 

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah 

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang : 

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek 

pajak. 

3) Harta dan kewajiban. 

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau 

badan lain dalam 1 (satu) masa pajak yang ditentukan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Diana, 2013:193). 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Wajib Pajak 

Pengertian Wajib Pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi : “Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
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pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Menurut Abdul Rahman (2010:32) wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak 

tertentu. 

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu 

(2005:148), menyatakan bahwa : “Kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa : 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentua 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 
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Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, kepatuhan 

pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala 

kewajiban perpajakan, dan kemudian secara akurat, tepat waktu dalam 

membayar dan melaporkan pajaknya. 

c. Jenis Kepatuhan Perpajakan 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu 

(2010:110) adalah: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang perpajakan. 

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak. 

Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya 

ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.  

d. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria 

Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya 

disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi 
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persyaratan sebagai berikut  : 

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan ; 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir. 

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak; keadaan pada tanggal 31 Desember 

tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak 

termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Yang berarti harus 

disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan 

rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang 

wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. 

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Ini berarti pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit atau 

lembaga pengawasan keuangan ditandatangani oleh akuntan publik 

yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas 

akuntan publik. 
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Keuntungan yang diterima apabila menjadi wajib pajak patuh 

adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan 

dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak. 

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang 

No.16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

adalahsebagai berikut: 

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari 

tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk 

kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP 

digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya. 

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara 

melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat 

Setoran Pajak (SSP). 

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi 

oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda. 
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4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.  

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 

kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa 

paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk 

SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi 

dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. 

Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat 

atau tidak menyampaikan SPT. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Salamun (1990;190) faktor kepatuhan wajib pajak 

adalah pemahaman atau pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang 

berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, berdasarkan 

kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi.   

6. Penerapan E-Filing 

a) Pengertian E-Filing 

E-Filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat 

Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. 

Pandiangan (2007: 38) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem 

online dan real time. 
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Menurut http://www.pajak.go.id, E-Filing adalah suatu cara 

penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat 

Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). 

Berdasarkan pengertian diatas, E-Filing adalah suatu cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara on-line dan 

real time dengan memanfaatkan jaringan internet melalui Penyedia Jasa 

Aplikasi. 

b) Penerapan E-Filing 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam 

Pasal 1 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat 

Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa 

aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak.”  

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan 

perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime 

melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Wajib 

Pajak dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT 

Tahunan secara elektronik (E-filing) melalui sarana:  
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1) Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian 

Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara 

Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 

(ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis 

surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah seluruh jenis 

SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan 

perpanjangan SPT tahunan. 

2) Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan 

Formulir 1770 S atau 1770 SS secara E-Filing Melalui Situs Pajak 

(www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat 

disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

formulir 1770 S dan 1770 SS. 

Menurut www.pajak.go.id penerapan e-filing memiliki beberapa 

keuntungan bagi wajib pajak melalui situs Direktorat Jenderal Pajak 

yaitu : 

1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena 

memanfaatkan jaringan internet. 

http://www.pajak.go.id/
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2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs 

DJP tidak dipungut biaya. 

3) Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem 

komputer. 

4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. 

5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat 

validasi pengisian SPT. 

6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 

7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti 

potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29,Surat Kuasa Khusus, 

perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta 

dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran 

Zakat) tidakperlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui 

Account representative. 

7. Pengetahuan Perpajakan 

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau 

segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang 

dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang 

dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan 

masalah kejiwaan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat 

digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 
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keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan 

(Carolina, 2009:7). 

Sedangkan menurut Utomo (2011) pengetahuan perpajakan 

adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan 

perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang 

akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi 

kehidupan mereka. Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting 

untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib 

pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan 

perpajakanya. 

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat 

kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang 

pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah 

mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, 

hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang 

wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai 

pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak 

mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 
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Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, pengetahuan 

perpajakan adalah kemampuan dalam mengetahui informasi pajak yang 

dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil 

keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. 

b. Sistem Perpajakan 

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yaitu : 

1) Official Assesment System yakni sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang 

terutang) oleh seseorang. 

2) Semi Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk 

menentukan besarnya utang pajak. 

3) Self Assessment System yakni suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 

utang pajak. 

4) Witholding System suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk 

memotong/memungut besarnya pajak terutang. 
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c. Fungsi Perpajakan 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan 

negara. Berdasarkan hal di atas pajak mempunyai beberapa fungsi 

(Widyaningsih 2011;3) yaitu : 

1) Fungsi Penerimaan (budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, 

pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

2) Fungsi Mengatur (regulator)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang 

sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, 

hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat 

konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan 

3) Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas 

harga (melalui dan yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi 

dapat dikendalikan. 

4) Fungsi Redistribusi  

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan 

tarif dalam pengenaan pajak. 
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5) Fungsi Demokrasi Pajak 

Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 

Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat pembayar pajak. 

d. Sanksi Perpajakan 

1) Sanksi Tidak Mempunyai NPWP 

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan 

dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa wajib pajak yang dengan 

sengaja tidak mendaftarakan diri atau menyalahgunakan hak tanpa 

NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan Negara diancam dengan pidana penjara paling 

singkat enambulan dan paling lama enam tahun dan denda paling 

sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

2) Sanksi Keterlambatan dan/atau Tidak Menyampaikan SPT 

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa apabila surat 

pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 

pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan 

sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi 

administrasi berupadenda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu 

rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, 

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa 
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lainnyadan sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) untuk surat 

pemberitahuan tahunan waib pajak badan, serta sebesar Rp.100.000 

(seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak 

orang pribadi. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 8 ayat 2 menyatakan 

bahwa wajib pajak yang membetulkan sendiri surat pemberitahuan 

tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per 

bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat 

penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

3) Sanksi Keterlambatan dan/atau Tidak Membayar Pajak 

Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan pasal 9 ayat 2a pembayaran atau 

penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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8. Biaya Kepatuhan 

a. Pengertian Biaya Kepatuhan 

Menurut Safri Nurmantu, (2008 : 58) mendefenisikan biaya 

kepatuhan adalah : 

“Semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul 

oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”. 

 

Menurut Sandford dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 150) 

mendefnisikan sebagai berikut : 

“Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak 

dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada 

mereka oleh hukum dan otoritas tertentu.Pendapatan, atas 

pembayaran aktual pajak dan atas biaya distorsi yang melekat dalam 

sifat pajak”. 

 

Menurut Sawyer (2002), dalam Ibrahim & Poppe (2011:929), 

mendefenisikan sebagai berikut : 

“Biaya kepatuhan  merupakan biaya dari perubahan peraturan pajak 

dan biaya pihak ketiga, yang berarti biaya-biaya yang dikenakan 

pada wajib pajak atau perusahaan untuk bertindak sebagai perantara 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, juga merupakan 

bagian dari biaya kepatuhan dari sistem pajak”. 

 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, biaya 

kepatuhan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau ditanggung wajib 

pajak terkait dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kirchler 

(dalam Alabede, 2011: 128) menyatakan bahwa ketika wajib pajak 

mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat risiko lebih tinggi 

yang akan membawa kepada ketidakpatuhan wajib pajak. Biaya yang 
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dikeluarkan wajib pajak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak 

terhadap peraturan (Alabede et al., 2011: 45). 

b. Indikator Biaya Kepatuhan 

Menurut Sandford dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 151) 

membagi biaya kepatuhan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

1. “Direct Money Cost 

Biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya 

pengarsipan (kwitansi-kwitansi, tanda terima, dan catatan-catatan 

penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, 

biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, 

telepon, perjalanan dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), 

biaya pengumpulan, pemebayaran, dan perhitungan pajak produk, 

pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan. 

2. Time Cost 

Biaya belajar karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita 

juga harus memperhitungnkan opportunity cost biaya yang 

digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca 

formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi 

dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan 

pulang ke kantor pajak. Waktu untuk menyetorkan pajak, dan 

sebagainya. 
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3. Psychic or psychological cost 

Kecemasan karena telah melakukan tax evasion.Juga rasa cemas 

dan rasa keingintahuan Wajib Pajak timbul pada saat-saat 

menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan 

banding”. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini : 

1. Penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) tentang Pengaruh E-Filing, E-

Billing danE-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten 

Kudus yang mengatakan bahwa e-filing berpengaruh terhadap 

kepatuhanpajak BMT se-kabupaten Kudus.Populasi dalam penelitian ini 

adalah BMT se-kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-

filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak BMT se-kabupaten 

Kudus. Hal ini disebabkan adanya modernsasi administrasi perpajakan 

sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.  

2. Penelitian Nurulita Rahayu (2017) tentang Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang 

pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. 

Yang berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin 
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tinggi pula  keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan 

tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

3. Penelitian Tresno dkk (2011) tentang Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-

filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan perilaku wajib 

pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel 

moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung 

Jakarta Timur). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib 

pajak yang terdaftar di KPP Pulogadung. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwapersepsi penerapan sistem e-filling, perilaku dan biaya kepatuhan 

secara parsial masing-masing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak, akan tetapi dalam hal ini perilaku wajib pajak tidak bisa membuat 

hubungan tidak langsung antara persepsi penerapan sistem e-filling terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan juga tidak dapat 

memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filling dengan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

4. Penelitian Wulandari Agustiningsih (2016) tentang Pengaruh Penerapan E-

Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Populasi 

penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah menggunakan e-filing di KPP 

Pratama Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-filing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 
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Pratama Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan e-filing maka 

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. 

5. Penelitian Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) tentang Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan 

Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian 

ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh 

negatif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Timur. Artinya, wajib pajak orang pribadi yang mengeluarkan 

biaya kepatuhan yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan akan 

memiliki dampak penurunan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi 

tersebut. 

C. Hipotesis 

1. Penerapan E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Sistem e-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan 

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan 

sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang 

sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 

Sistem e-filing ini merupakan suatu langkah inovasi yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di 

Indonesia. 
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Dengan diterapkannya sistem e-filing ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan 

memberikan kepuasaan bagi wajib pajak. Jika wajib pajak memandang 

bahwa sistem e-filing ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan 

membentuk sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan 

SPTnya. Sebaliknya, jika sistem e-filing tidak memberikan manfaat bagi 

dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang 

selanjutnya tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT. Hasil penelitian Tresno dkk (2013) mengungkapkan bahwa 

penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan : 

H1    : Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak 

dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan 

undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan 

berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan Perpajakan 

terhadap peraturan perapajakan diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan 

wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang 

tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun 
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infrastruktur Negara. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan 

yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran wajib pajak terhadap 

peraturan pajak yang berlaku. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki 

pengetahuan perpajakan yang rendah akan memperbesar tingkat pelanggaran 

wajib pajak. 

Menurut Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa :“Tingkat 

pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak 

untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan 

negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat 

untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan dengan pengetahuan yang 

cukup  diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya 

juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka 

akan menerima sanksi baik sanksi adminsitrasi maupun pidana fiskal. 

Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan : 

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Penerapan E-filing, Biaya Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian 

pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan 

secara online dan real time  melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Untuk 

dapat memenuhi kewajiban pajak wajib pajak juga harus mengeluarkan 

sejumlah biaya. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib 
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pajak dalam memenuhi persyaratan yang dikenakan pada mereka oleh hukum 

dan otoritas tertentu (Sandford, 1989). Biaya kepatuhan itu sendiri bukan 

hanya dalam artian uang (Direct Money Cost), tetapi juga waktu (Time Cost), 

dan pikiran (Psychological Cost). 

Wajib pajak yang telah berusaha patuh untuk membayar 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan 

yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal 

mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh 

sebab itu, apabila biaya kepatuhannya berubah maka akan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka 

dihipotesiskan : 

H3 : Biaya kepatuhan memperkuat pengaruh penerapan e-filing terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

4. Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk 

menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh 

apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakanya. Dengan 

adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat 

memperkecil adanya tax evation (Witono, 2008). Dengan adanya 

pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. 
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Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, 

kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak 

terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Undang-

Undang No.16 tentang KUP). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh 

wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan 

perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang 

dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Gustiyani, 2014:7). 

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, wajib pajak 

mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan biaya kepatuhan. 

Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan 

meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak memiliki 

pengetahuan perpajakan yang tinggi tentang tata cara perpajakan, kewajiban, 

dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari wajib pajak untuk 

meminimalisir biaya kepatuhan, yang selanjutnya akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan 

perpajakan yang rendah maka akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak 

untuk meminimalisir biaya kepatuhan, yang selanjutnya akan menurunkan 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan : 

H4 : Biaya kepatuhan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan suatu hubungan 

atau ikatan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang 

ingin diteliti. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai Pengaruh 

penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan e-filing terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak disebabkan adanya modernisasi administrasi 

perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. 

2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP 

dalam membayar pajak di kota Padang. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki 

dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak 

akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

3. Biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan e-filling dengan 

kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Melalui inovasi 

digitalisasi mekanisme pelaporan melalui e-filing, biaya kepatuhan dapat 

ditekan karena ketersediaan fasilitas yang mempermudah wajib pajak. 

4. Biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan 

perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. 

Walaupun wajib pajak telah mengetahui pengetahuan tentang perpajakan dan 

biaya kepatuhan, belum membuat wajib pajak secara sadar diri patuh dalam 
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membayar pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak 

dalam pengelolaan perpajakan membuat masyarakat enggan dalam 

pelaksanaan perpajakan. 

B. Keterbatasan penelitian 

1. Peneliti hanya melakukan riset pada 100 responden wajib pajak di kota 

Padang sehingga hasil tidak mampu di generalisasi. 

2. Peneliti kesulitan dalam mencari wajib pajak yang mau mengisi kuesioner 

sehingga proses penelitian membutuhkan waktu yang relatif lama.  

3. Ketika bertemu wajib pajak banyak yang tidak mau mengisi kuesioner karena 

kesibukan masing-masing. 

C. Saran 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan memberikan sosialiasi mengenai 

sistem e-filing tidak hanya secara online akan tetapi juga mendelegasikan 

pegawai di masing-masing KPP agar dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan wajib pajak. Kedepannya sistem e-filing perlu terus 

dikembangkan sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP apabila 

sudah mengisi SPT secara elektronik. Hal ini akan sangat membantu efisiensi 

penggunaan sistem e-filing oleh wajib pajak.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel yang 

lebih banyak untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk 

objek penelitian dengan lokasi yang berbeda, mungkin akan ditemukan hasil 
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yang berbeda pula, sehingga pemilihan variabel menjadi hal yang sangat 

penting dalam penelitian selanjutnya. 

3. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadi bias. 

Kemungkinan terjadi bias disebabkan adanya perbedaan persepsi antara 

peneliti dengan responden tehadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
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